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ABSTRAK

Penekanan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatik dan etik tentang
perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama tentang campur tangan negara dalam
menentukan upah kerja menjadi ketertarikan bagi penelitian ini untuk melihat kembali
tentang pandangannya tersebut, karena upah kerja merupakan sesuatu yang harus ada dalam
kaitannya dengan kerja seseorang dan keterkaitan pekerja maupun pengusaha yang nota-
benenya adalah sama-sama rakyat yang hidup dalam sebuah negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan sifat
penelitiannya adalah deskriptif analitik, serta metode pendekatan yang digunakan adalah
metode pendekatan usul figh dan hermeneutik. Sumber datanya mengambil dari sumber data
primer dan sekunder. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dan menggunakan teknik
deduktif dan induktif.

Metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam
menentukan upah kerja memakai tiga metode yaitu qiyas, maslahah mursalah dan ‘urf,
kesemuanya ini ditujukan untuk kemaslahatan sesuai dengan magasid asy-syari’ah.
Pandangannya ini dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang dalam
keadaan terpuruk secara ekonomi dan berpengaruh terhadap psikologis pekerja bahkan
pengusaha dalam mensikapi penyelenggaraan penentuan upah kerja yang telah diatur oleh
perundang-undangan Negara.

Key word: upah kerja, qiyas, maslahah mursalah dan ‘urf, Ahmad Azhar Basyir
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pertelongan-Nya lah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. sctelah melalui
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Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.
Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, olch karena itu masukan dan kritikan
akan sangal bérharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi
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Peryusun

M. Abdurochman

vi



PEDOMAN TRANLITERAST ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Rl dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

] Huruf Arab | Nama Huruf Latin T Keterangan —l
1 \ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
_ |
| ba’ b be
-’
|
Lo _
A la t te
< sa s es (dengan (itik di atas)
z jim j je
d ha* h ha (dengan titik di bawah)
C kha' kh ka dan ha
> dal d de
> Zal 7 ¢l (dengan titik di alas)
B ra‘ r er
B zai Z 7cl
o sin $ s
J L syin sy cs dan ye
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P sad 8 cs (dengan titik di bawah)
u.'a dad d de (dengan titik di bawah)
b ta" { te (dengan titik di bawah)
b za' 7 zel {dengan titik di bawah}
t ‘ain ¢ koma terbalik
t gain g ge
- fa* £ cf
S qaf q qi
4 kaf k ka
J {am ! cl
¢ mim m em
J nun n en
9 wawi w we
—A ha’ h ha
apostrof (tetapi tidak
s hamzah ’ dilambangkan apabila ter-
lctak di awal kaia)
3 v y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan rangkap atau diftong.

Vil




1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya scbagai berikut:

: l‘ Tanda MNama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
= Kasrah i i
£
— [Dammah u u
Contoh:
35 - kataba 24 - yazhabu

Je= - swila S5 - Zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& - ’ Fathah dan ya ai adani
'3 ’ ------ Fathah dan wawu  au adanu
Contoh:

\ J-:f- kaifa J)-b - haula

!

\ C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf]
translilerasinya berupa huruf dan tanda:
Tanda Nama Huruf Latin Nama

& J— Fathah dan alif atau alif” a a dengan garis di atas

X



Maksurah

(G Kasrah dan ya i i dengan paris di alas
)

S dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:

JB qala J-:’ -gila
(s* - Tama J s yaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Translitcrast untuk ta’ marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh: a>b_ Talhah

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kala sandang “al” scria bacaan kedua kata ilu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: &l &5 9 -raudah al-Jannah



E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau lasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan scbuah tanda syaddah, dalam translitcrasi ini tanda syaddah terscbut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: L _ ~Tabbana

;.-n.i -nv’imma

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “JV”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti olch qamariyyah.
1. Kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah
Kala sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huiuf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Cotoh : ‘_}:'-:J\ — ar-rajuly
s - as-sayyidatu
2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan  aturan yang digariskan di dcpan dan scsuai pula dengan

bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah,

X1



kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-)
Contoh: (J-E.“ - al-qalamu SO _al-jatalu

¢t al-bad

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terlctak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karcna
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
fges - syai’un < ol - umirtu

;}JJ‘ - an-naw’u f)}-l:-‘-\-? -ia’khuzuna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kcfja), isim atau huruf.
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karcna ada huruf’ Arab atau
harkatl yang dihilangkan, maka dalam translitcrasi ini penulisan kata terscbut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

Ui-:’j‘)h P )-L 4\1“ 05} - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin alau

Wa innallaha lahuwa khairur- razigin
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O J—_SJ‘ \}JE - Fa *aufu al kaila wa al mizana atau

Fa ‘auful — kaila wal — mizana

Mcskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikcnal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan hurul kapital
scperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tctap harus awal nama dir terscbut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

J g ’Yi Lotla g - wa ma Muhammadun illa Rasul

_U»l;U c}a} Cowd d}f :3\ - inna awwala baitin wudi’a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain schingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. |
Contoh :

g cﬁj .;'b& O o - nasrun minallahi wa fathun qarib

\.;.g?.*f'}ﬁ & - lillahi al-amru jam{’an

Bagi mercka yang menginginkan kcfasihan dalam bacaan, pedoman

transitcrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Xiti
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna
dengan akal dan kemampuan yang dimilikinya, ia dijadikan scbagai wakil Tuhan
di bumi ini. Sebagai wakil Tuhan ia tidak memiliki kekuasaan mutlak, namun
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan kepadanya yaitu hukum-
hukum Tuhan yang mengikat.” Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang
menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya, dan scnantiasa akan
berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan menjadi
kebutuhannya itu. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bckerja yang
diharapkan dapat memperolch haknya berupa upah kerja.

Kita bisa melihat dunia perburuhan dan ketenegakerjaan di Indonesia
vang telah mengalami perubahan besar sciring dengan perubahan politik dan
ckonomi. Udara segar reformasi membawa perubahan positif di sckior
perburuhan yang juga memberi perubahan cara berfikir dan bersikap baik di
kalangan tiga unsur yaitu: pemerintah, pengusaha ataupun para buruh.

Berkaitan dengan tiga unsur tersebut (pemerintah, pengusaha dan buruh),

1?

maka dikenal adanya hubungan industrial” yang menimbulkan masalah pokok

YMusa Asy’arie, Manusia Pembentuk Kebudnysan delam #/-Qur'am, (Yogyakana:
LESFIE, 1992), him.43.

B Hubuegan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam
proses produksi barang alau jasu yang melipuli dari penguasa, pekerja dan pemeriniah. Undang-
undang Republik Indonesia po. 25 th. 1997 tentang ketenagakeriaan, Pasal 1 ayal (8), cel. 3
(Jakarta: Sinar Grafika, 2001}, hlm. 3.



yailu langgung jawab pemeriniah atau negara’ yang lcbih dikenal dengan
campur langannya, khususnya dalam bidang ckonomi terulama masalah upah
kerja. |

Upah kerja merupakan problematika yang muncul sclclah  adanya
hubungan kerja® yang dilakukan oleh manusia dalam bermua’malat. Upah kerja
vang lak sebanding dengan bobol kerja yang dilakukan dapat menimbulkan
ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam masyarakal. Hingga lak jarang yang
terjadi adalah keiidakpuasan pekerja dengan menuntut tambahan upah sedangkan
pengusaha merasa upah iersebul lelah memenuhi kelayakan dan bahkan tidak
sedikit yang akhirnya menindas para pckerjanya.

Upah di sini merujuk pada ketentuan Undang-undang Kcicnagakerjaan
nomor 25 tahun 1997 pasal 23 yang menyebutkan bahwa:

'Upah adalah hak pckerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang secbagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas sualu perjaan

alau jasa yang ielah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayar menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, alau peraturan perundang-undangan,
termasuk lunjangan bagi pekerja dan keluarganya.”

Sebagai negara hukum, Indonesia scjak kemerdekaannya telah
mcrumuskan  ketentuan-ketenluan  yang menyangkut  kedudukan hak  dan

kewajiban warga negara. Tahun 1986, 1990 dan 1991 — misalnya — pemcrintah

YSckalipus istilah negara (séefe) dan pemerintaban (governmeal) mempunyai makue
yang sama mengacy pada suatu pranata atau suvatu perkembangan politik, penggunaan istiiah
negara dalam tulisap ini lebih sering dipakai kelimbang istilah pemerintabau. [al itu lebih
dischabkan tingkat abstraksi makna pegara yang lebih kuat. Meskipun demikian penggunaan
istilah negara dalam konteks terteatu sesunggubnya juga merefleksikan istilah pemerintah.

? Hubungan kerja adalab hubupgan antara pengnsaha dan burub atau pekerja berdasarkan
pcrjanjian kefa yang mempunyai unsur pekerjaan, upab dan perintah, Undang-undang.. him. 4.

bid., him. 6.



L)

tclah mengeluarkan 31 kepulusan menteri yang mengatur peningkatan UMR® di
scluruh Indonecsia ditambah dengan undang-undang, peraturan pemcrintah,
keputusan menteri' dan surat edaran lembaga perlindungan upah, perlindungan
upah lembur, upah minimum, pemogokan: PHK dan perjanjian perburuhan.”

Namun melihat fenomena yang ada di mana perckonomian rakyat
semakin melemah, banyak terjadi demonstrasi tentang upah kerja dan bahkan
berimbas pada berkurangnya kepercayaan rakyal pada pemerintah, maka perlu
ditinjau kembali perihal campur tangan negara dalam mencnlukdn upah kerja
terutama dari sudut pandang hukum Isltam,

Ahmad Azhar Basyir adalah salah scorang yang dikenal scbagai tokoh
ahli dalam hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian scrius terhadap
masalah ckonomi terutama ditinjau dari ajaran Islam dengan mencoba memberi
tlitik lerang tentang kebolehan campur tangan ncgara dalam menentukan upah
ketja.

Berkailan dengan upah kerja ini Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa
pengaturan hukum Allah SWT yang berkaitan dengan upah kerja hanya bersifat
implisit atau tersiral saja dalam na:.;,g) maka perlu adanya penjclasan lebih
spesifik yang scsuai dengan syari’al Islam tentang upah kerja di mana campur

tangan ncgara menjadi sesuatu yang tidak bisa dilcpaskan di dalamnya.

R Upah mim'mum'regional adalah upah pokok iterendah termasuk 1unjangan telap yang
diterima oleh pekerja di wilayab terteniu dalam satu propinsi, UMR-96 PHK dan Pesangon, cel. |
{Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hilm. 140.

" Perat urap Upah Minimuom di 27 Propinsi df fadoncsia, cet, | (Jakarta: Sinar Grafika,
1961).

N Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Scpuar Filsalat, Hukunz,
Politek, dan Ekonomii), cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), him. 195.



Menurut Ahmad Azhar Basyir pula, kebanyakan manusia ccnderung suka
memperolch harla atau kcuntungan banyak untuk diri scendiri, maka guna
menjamin hak-hak para pekerja agar terhindar dari penindasan para pemilik
kerja” atau menjamin agar jangan sampai orang yang bekerja memperolch upah
yang lerlalu rendah, tetapi jangan sampai pula terjadi para pekerja menuntut
upah yang terlalu memberat kan masyarakat, negara mempunyai wewcenang untuk
mengadakan aturan perundang-undangan mengenai upah kerja'” yang memenuhi
syarat keadilan yang scjalan dengan syari’at Islam.

Penekanan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatik dan
clik tentang prilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama tentang campur
tangan negara dalam menentukan upah kerja menjadi ketertarikan tersendiri bagi
penulis untuk melihat kembali tentang pandangannya tersebut, karena upah kerja
merupakan sesualu yang harus ada dalam kaitannya dengan kerja scscorang dan
kcrikatan pckerja maupun pengusaha yang nota-benenya adalah sama-sama

rakyal yang hidup dalam sebuah negara.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah scbagaimana tclah
dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok pcrmasalahan yang

kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

D 1bid ., hlm. 194.

1M Abmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Fkonomyi [slam, cet. 2 (Yogyakarta: BPEFLE.
1987), him. 74.



1. Bagaimana mctode ijtihad Ahmad Azhar Basyir pada pandangannya tentang
campur Ltangan negara dalam menent ukan upah kerja ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Ahmad Azhar Basyir lentang campur tangan

ncgara dalam menentukan upah kerja dengan kondisi Indoncsia saal ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Mcndeskripsikan ~ metode ijtihad  Ahmad Azhar Basyir pada
pandangannya lenlang campur langan negara dalam mcnentukan upah
kerja.

b. Menjelaskan relevansi pandangan Ahmad Azhar Basyir (entang campur
tangan negara dalam menentukan upah kerja dengan kondisi Indonesia
saal ini.

2. Kegunaan Penelitian

a Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
dalam kajian hukum Islam khususnya dalam bidang a/-Mu'amalah al-
Madiyyah.'”

\ b. Menambah wawasan keilmuwan bagi pemnbaca pada umumnya dan

{ penulis pada khususnya tentang pandangan scorang tokoh Islam

'UlL. Zainal Abidin Ahmad, Dasar-desar Ekonowuzi fslzezz. (Jakarts: Bulan Bintang, 1979).
bilm. 24 '



Indonesia yaitu Ahmad Azhar Basyir, khususnya mengenai campur

tangan ncgara datam menentukan upah kerja.

D. Telaah Pustaka

K. Ahmad Azhar Basyir mcrupakan salah scorang tokoh intclekiual
muslim yang telah banyak menuangkan pemikiran-pemikirannya, baik melalui
karya-karyanya maupun dalam bentuk berbagai tulisan yang terangkum dengan
karya-karya tokoh lain. Berkaitan dengan [jarah Ahmad Avzhar Basyir
mengatakan bahwa secara hukum perjanjian sewa-menycwa lenaga manusia
untuk mclakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan kala
lain, perjanjian kerja yang merupakan salah satu macam fjarah dalam hukum
Islam itu dapat dibenarkan.'?

Pada “Garis Besar Sistem Ekonomi Islam” Ahmad Azhar Basyir
mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang
salah satunya ialah penguasa yaﬁg berusaha untuk tegaknya nilai-nilai kecadilan,
melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serla menjamin
terwujudnya kescimbangan dan kecukupan dalam kchidupan masyarakatl. Negara
menurut  ajaran  lslam  berkewajiban menjamin  tcgaknya keadilan  dan
Lerpenuhinya kebutuhan rakyal, |

Dikatakan pularbahwa gagasan camnpur langan ncgara dalam bidang
perckonomian diperoleh sumbernya dari ajaran-ajaran al-Qur’an dan al-Hadis:

yailu ajaran tentang harus legaknya solidarilas sosial, tanggung-menanggung dan

D Ahmad Azhar Basyir, Garis Nesar ., hlm. 70.



kerjasama para anggola masyarakat.'” Dengan bersumber pada ajaran tersebut
Islam tidak mcnghendaki adanya kclas buruh yang berhadapan dengan kelas
kaum modal dan kaum pengusaha scbagaimana yang terjadi di dunia Liberalis-
Kapitalis dan Sosialis-Marxis.

Dalam buku “Refleksi Atas Persoalan Kcislaman™ yang diedit oleh Fauzi
Rahman, Ahmad Azhar Basyir mengatakan pula bahwa dasar hukumm campur
tangan ncgara adalah masfahah mursalah yang merupakan salah satu mctode
ijlihad di luar nas al-Qur’an dan al-Hadis, dengan telap berpegang pada kedua
sumber hukum Islam tersebut.

Adapun pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa
berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak discbutkan dalam al-Qur’an dan al-
Hadis dapat diteinpuh dengan berbagai cara, di antaranya: Qfyas (analogi) dan
memelihara manfaat dan menolak mudarat dalam kchidupan manusia yang dapat
dijabarkan dalam berbagai cabangnya, seperti: /masfahah mursalah, istihsan,
istishab dan mengukuhkan berlakunya ‘wrf (adal istiadat). Pernyataan ini
dirangkum kcembali bersama “Ijtihad dalam Sorotan”.

Ahmad Azhar Basyir adalah secorang tokoh terkemuka pada sebuah
gerakan sosial keagamaan yakni Muhammadiyah. Pemikiran beliau tentang
kemuhammadiyahan sudah banyak dibahas, scperti: Misi Muhammadiyah
scbagai gerakan Islam yang disunting oleh Sukriyanto AR dan Abdul Munir
Mulkhan dalam seri “Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyal”. Scdang

Abdul Munir Mulkhan mengomentari tentang periode kepemimpinan Ahmad

" 1hid



Azhar Basyir di Muhammadiyah scbagai cra Muhammadiyah yang dipimpin
scorang ulama berpendidikan {inggi modern dan berbecda dengan periode
sebelumnya. Hingga era kepemimpinan Ahmad Azhar Basyir yang singkal dapal
disebut sebagai transisi era intelektualisme. Hal ini dinyatakan Munir Mulkhan
datam buku “Intelektuatisme Muhammadiyah Mcnyongsong Era Baru’

Adapun pusat pengkajian dan pengembangan ckonomi di Fakultas
ckonomi Ull Yogyakarta menyajikan sualu cara pandang berprilaku ckonomi
yang berparadigma lslam pada “Berbagai Aspek Ekonomi Islam”. Di sini
diungkapkan pula pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang prinsip-prinsip
ckonomi Islam di antaranya yaitu lcgaknya kerjasama kemanusiaan yang bersifal
saling menolong dan nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan.

Secara umum buku Ahmad Azhar Basyir yang berjudul “Hukwmn Iiflam
teniang Riba, Utang-piutang dan Gadal” menjelaskan bahwa Islam mcngajarkan
umal manusia untuk saling tolong-mcnolong dalam hidup bermasyarakat
sehingga nilai-nilai keadilan dapat dijalankan dan penindasan serta pemerasan
dapal dihindarkan. Unluk menjalankan dan mengembangkan harta benda (modal)
dilarang menggunakan cara-cara yang mengandung unsur-unsur pcnindasan,
pcmerasan alau penganiayaan tcrhadap orang lain,"”

Dari beberapa referensi pokok yang berkailan langsung dengan
pembzhasan pemikiran’ Ahmad Azhar Basyir, hingga saal ini penulis telah
menjumpai beberapa penclitian yang memiliki obyek kajian sama dengan topik

penclitian penyusun yakni mengkaji pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Pertama

“"Muhammad Syamsuddin, Maausiz dalem Pandangen KH. Abmad Azbkar Basyir. cet. |
{Yogyakaria: Tilian 1llahi Press, 1997), him. 29.



skripsi yang ditulis olch Rukayah berjudul: “Studi Pemikiran KII. Ahmad Azhar
Basyir’, M.A. tentang beberapa masalah dalam hukum Islam dengan pokok
masalah yang disorot adalah pemikiran Ahmad Azhar Basyir seputar persoalan
kewarisan, mecliputi pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan,
kemudian kedudukan ahli waris pengganti. Kedwa dalam tesis Yurma yang
berjudul: “Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ahmad Axzhar Basyir’,
pendekatan sosio-historis ditawarkan Yurma untuk mengkaji pemikiran Ahmad
Azhar Basyir. Tesis Yurma juga menyodorkan pula soal-soal figh kontemporer
yang sempat dikaji Ahmad Azhar Basyir. Bertemunya teori sosio-historis dan
jawaban Ahmad Azhar Basyir mencerminkan bcliau menganut dua aliran
pemikiran, normatif dan filosofis, inilah yang tersimpul dari tesisnya. Schingga
tesis Yurma ini dapat dikatakan sebagai penyempurna kckurangan-kckurangan
telazh filosofis Ahmad Azhar Basyir yang terdapatl di skripsi Rukayah. Ketiga
skripsi yang ditulis Mimin Haryanto yang berjudul: “Reakt valisasi Hukwm Isfamn
di Indonesia (Studi Atas Kritik KH. Ahmad Azhar Basyir MA, Temtang Aspek
Reaktualisasi Kewarisan Isjam)”. Secara singkat membahas sanggahan-
sanggahan Ahmad Azhar Basyir alas internalisasi pendekatan sosiologis dalam
reaktualisasi hukum kewarisan di Indonesia. Keernpat skripsi Siti Awaliya
Yuniarti yang berjudul “Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Pemnerataaan
Pendapatan”  yang berkaitan dengan konscp perckonomian lslam  yaitu
pemnerataan dalam distribusi pendapatan (melode interprelasi dan kescsuaiannya
dengan situasi Indonesia kini). Kelima skripsi M. Zahrul Anam dengan judul

“Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Hukum Islam Kontemporer di
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Indonesia’, di mana pokok permasalahan yang disorot adalah cara Ahmad Azhar
Basyir menggunakan ar-ra’y dalam mencari atau mencmukan hukum Islam.
Keenam skripsi Suprihadi dengan judul “Urf menurut pemikiran Ahmad A.zbar
Basyir dan aplikasinya di Indonesia. dengan pendckatan normatif (usa/ figh),
tulisan ini berusaha menjelaskan tentang ‘urf'sebagai surnber penctapan hukum
Islam kemudian menilal scjauhmana aplikasinya di Indoncsia.

Jadi sepanjang penelurusan penyusun tcrhadap beberapa literatur yang
telah ada, secara khusus belum ada yang pernah membahas masalah campur
Langan ncgaraldalam mencntukan upah kerja yang difokuskan kepada pandangan

scorang tokoh, dalam hal ini adalah Ahmad Azhar Basyir.

E. Kerangka Teoretik

Adanya hubungan industrial dan hubungan kerja scbagaimana disinggung
dalam latar belakang adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ketika berbicara
masalah campur tﬁngan ncgara dalam menentukkan upah kerja. Schingga
diharapkan asas-asas mu’amalat dalam Islam yang di aman;mya berupa keadilan,

kelayakan dan kebajikan dapat terpenuhi,'?

Adalah hak negara, menurut Islam, uniuk ikut campur dalam kegiatan

ckonomi yang dilakukan oleh individu demi menjaga masyarakat (Islam

S)Ahmad Azhar Basyir, Refleksi, hira. 190.



khususnya) dan mencgakkan kescimbangan dalam masyarakatl pada um umnya.'®
Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:
D S M s oty llalol e T
Isiam dalam hal ini memerintahkan baik bagi pckerja atau buruh maupun
bagi perusahaan untuk saling menjaga dan memegang teguh terhadap tanggung
jawab atas hak dan kcwajiban masing-masing. Scbagaimana Lcreermin dalam
sabda Nabi SAW:
Wi, Q’J_ﬂ:**’)ﬁbﬁ.).ff‘:ﬂb *:-:-")Q—"priz(}a) r<(
Yusuf Qardawi dalam fatwa-falwa konlcmporcrnya menyatakan bahwa
syari’al memperbolehkan campur tangan pemerintah Islam untuk membatasi
{menclapkan standar) upah kerja apabila diperlukan demi pertimbangan
)

[)
kemaslahatan.!”

Hal tersebut sejalan dengan kaidah figh yang berbunyi:
Pisdalbbis )l S WO b

') Ahmad Muhammad al-*Assal dan Fathi Ahmad Abd. Karim, Sistem Ekonomi Isiam,
Pripsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, alih bahasa H. Abu Ahmadi dan Asnshori Umar Sitanggal
(Surabaya: PT Bina lmu, 1980), hlm. 98 - 101.

"M An-Nisa® (4) : 59.

"’Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Naisahuri, S2p/h Mushim, “Kitib al-
Imarah”, “Bab al-Fadilah al-Imam al-*Adil wa ‘Uqubuh al-jair” (Mesir: Dar al-Fikr, 1992), 11
187. Hadis no. 20. Hadis ini diriwayatkan Qutaibah ibn Sa’ld dan Muhamad ibn Rumhbl dari
Nafi" dari Ibonu Umar.

usul Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, alih bahasa As’ad Yasin, cel. 5 (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), him. 74.

O Asjmuni A. Rahman, Qa’idab-qa’ideh Figih (Qawa'idul Iighivah), cet. 1 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), hlm. 60-61. :
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Asy-Syatibi mendcfinisikan maslahah scbagai berikut:

R o S L i ety OLYlile B Sy L

21y C»&)]\'

Sedangkan dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu

pata ahli usul figh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1.

Maglahah ad-Daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan  dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akherat. Yang mcliputi
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,

Maglahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang ditentukan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk
ken’nganani untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar
manusia.

Maslahah at-Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa
keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.”

Mengenai intervensi negara dalam bidang perckonomian Ibnu Taimiyah

mengatakan dalam bukunya al-Hisbah fi al-Isfam bahwa:

Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak dibidang
produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mcreka seperti petani
(produsen pangan), penjahit (produsen sandang) dan tukang bangunan
{produscn papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sgjumlah
upah yang sepadan ( Ljrah al-Misl).

*DAbu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwsfagat i Usali asy- Syari‘ab (t.Lp.: Dar Fikei Arabi,

L1, Tk 25.

iNasrun Haroen, Ushul Figh §, cet. 2 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 115-116.



Kesepadanan upah tersebul  menggambarkan scbuah  keadilan,
scbagaimana menurut Afzalur Rahman bahwa upah ditclapkan dengan cara yang
paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap hak memperoleh
bagian yang sah dari hasil kerjasama mercka tanpa adanya kelidakadilan
tethadap pihak lain

Asas:asas di mana Islam menegakkan keadilannya itu adalah:

1. kebebasén jiwa yang mutlak
2. persamaar kemanusiaan yang sempurna dan
3. jaminan sosial yang kuat.>?
Keadilan upah terscbut tercermin pula dalam hal waktu pemberian upah

yang diperintahkan untuk menyegerakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

B et N Byl asYiiect

Hal itu diperintahkan karena upah peckerja adalah harga kerja badannya
sedangkan ia telah menyegerakan pemberian jasanya.”®
Kemudian terdapat juga kerangka pikir bahwa syari’ah mempunyai tujuan

umum mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang dirumuskan decngan

VA fralur Rahmag, Doktrin Ekogomi Isfam, Jilid 11, alik bakasa Socrove (Jakarta: Dana
Bahkii Wakaf, 1995), him.363.

24’Sayyid Quib, Keadifan Sosial dalam Islam, alib bahasa Alif Mohammad, cet. 1 {L.t.p.:
Pustaka, 1984), hlm. 43.

*Nbn Majah, Supag /br Majah, “Bab farah”, (Beirut: Dar al-Fikr, (.1.), 1il: 84. {ladis
diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn ‘Umar.

Py yusuf Qardawi, Peran Nilai dap Moral dalam Perckonomian Islam, alih bahasa Didin
kafifuddin, dkk, cet. | (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlwm. 404.



memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kcturunan
dan memelihara harta, maka segala aktivilas yang mendalangkan maslahat,
kendati tidak disebut secara eksplisist oleh nas, termasuk bagian dari yang
dikehendaki oleh syari’ah.’” Metode ini yang biasa dikenal dengan istilah
magslahah-mursafah, yaitu: “mcmelihara maksud syara’ dengan jalan menolak
segala yang merusakan makhluk”. %

Adapun tentang persyaratan tentang untuk menggunakan maslahah
mursalah ini, dikalangan ulama usul lerdapal perbedaan, baik dari segi istilah
maupun jumlahnya. Namun di sini menurul Zaki ad-Din Sya’ban menyebutkan
ada tiga syaral yang harus diperhatikan bila menggunakan mas/ahat-mursalah,
dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak tcrdapat
dalil yang menolak. Dengan- kata lain, jika tcrdapal dalil yang menolaknya
tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak percmpuan dengan laki-
laki dalam pembagian warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan tclah
diatur dalam nas sccara lcgas. Hal scperti ini lidai( dinamaka; dengan
mastahah-mursalah. Hakekat Maglahah Mursalah ilu sama sckali tidak ada
dalil dalam nas, baik yan menolak maupun yang mecngakuinya, letapi
terdapat kemaslahatan yang dihajatkan olch manusia yang keberadaannya

sejalan dengan tujuan syara’.

*Muhammad Zuhr, Ribe dalsm Al-Qur'sn dsn Masaled Perbagkan Scbuah Tilikan
Antisipatif cel. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), bim. 120,

*Hasbi Ash-Shiddiq, Penganiar Hukumn Jslam jilid I, cet. 6, (Bandung: PT. Bulan
Bintang, 1980), hlm. 236.



2. Masighah-Mursalal itu hendaklah  inaslahah yang bukan berdasarkan
kecinginan saja, karena hal ini tidak dapat diamalkan. Dengan kata lain
maksudnya adalah maslahat itu hendaknya dapat dipastikan bukan hal yang
samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

3. Maslahah Mursalah hendaklah mag/ahah yang bersifat umum. Dengan kata
lain maslahat yang bersifat umum adalah kemaslahatan yang memang terkait

dengan kepentingan orang banyak. )

Dengan berpijak dari prinsip umum inilah, kemudian para ulama dalam
menetapkan suatu hukum terhadap sesualu masalah, selalu mencari ‘iflar-‘illat
hukum terhadap masalah tersebut dalam nas, scperti kenapa dibaramkanya riba.
Dan memang demikianlah suatu hukum itu berjalan selalu bersama ‘illai-nya.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah figh:

?'O)L.\.C«J bﬁjd:l;cjjﬁ(g;\

Berdasarkan kegunaan praktisnya, “//a7 di bedakan kepada tiga kategori.
vaitu “flat tasyri’ (yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang
dipahami dari nas ilu memang harus tetap scperti adanya atau bolch diubah
kepada yang lain), %/lar Qiyasi (yang digunakan untuk memberlakukan

keteniuan nas pada masalah lain yang secara dahir tidak dicakupnya) dan “il/al

7zald adDin Sys'ban. Usal al-Figh al-Istin, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta’alil;1963),
hlm. 173. Pendapal ini hampir senada dengan pendapainya asy-Syatibi dalam kitabnya, #/-
I'Tisam, (Riyad al-Maktabah: Dar al-Ma’rifiyah,1.1.), T1:129-133, heliau menyebutkan tiga syaral
pula untuk digunakanays masfahah mursalah, yailu pertama adalah adanya keserasian aniara
maslahal yang ditimbulkan oleh sesuatu aktivitas dengan maksud syar’i, kedua maslafak yang
ditimbulkan oleh aktivitas itu bersifat rasional, dan ketiga maslahah yang ditimbulkan itu dalam
rangka menghindarkan Aaraj atan kesulitan.

*DAsimuni A. Rabhman, Qa ’fdah-Qa idah Figh, (Jakarta: Bulan Binlang, 1976), him. 72.



istifsani (pengecualian). Ketiga kategori ‘iffar ini termasuk kedalam pola
penalaran  fa’fili  (pola pcnala;'an' yang berusaha  mclihat  apa  yang
melatarbelakangi suatu kelentuan dalam al-Qur‘an dan al-Hadis).m Pola-pola
penalaran menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya
Imam Asy-Syalibi dan ad-Dawalibi dikelompokan menjadi tiga pola penalaran
yaitu: pola penalaran bayani, ta’lili dan istislahi>™

Adapun yang dimaksud dengan penalaran bayani adalah penalaran yang
pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Di
dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jclas tidaknya, luas scmpitnya).
perintah (af-amr) dan arti-arti larangan (am-gahy), arli kata sccara ctimologis.
Leksikal, konotatif, denotatif dan scterusnya. Cakupan makna katanya yaitu:
universal (‘am), partikular (&has) dan ambiguitas (musytarak), dan lain-lain.
Sedangkan penalaran istis/ahi (maslahah-mursalah) adalah penalaran yang
menggunakan ayat-ayal atau hadis-hadis yang mengandung “konsep umum’
sebagai dalil atau sandarannya, atau dengan kata lain penalaran yang
menggunakan pertimbangan mas/ahah. Termasuk dalam pola penalran ini adalah
istislah, istishab dan ‘urf>®

Masing-masing melode penalaran terscbut lidak berdiri sendiri, tctapi

saling terkait. Untuk menerapkan metode penalaran fa’/ifi, misalnya, pcnalaran

*WAl-Yasa Abu Bakar, Abli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terbhadap
Penalaran Hazairin dan Pepalarap Filkih Mazhab, (Jakarta: INIS, 199R8), ilm. 7-R.

DAmir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid II, cet. 1, (Jakarla: Logos Wacana lmu, 1999),
hlm. 26.

*MAl-Yasa Abu Bakar, Abfi Waris., him. 8-9.
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bayani dan istislahi harus diperhatikan, demikian pula dalam mencrapkan dua
metode  penalaran  lainnya. Scdangkan metode penalaran  bayani, karcna
berorientasi pada kebahasaan, maka tidak boleh tidak, harus dipergunakan dalam
sctiap Jstinbat hukum.*®

Dari keterangan di atas dapat dikctahui bahwa penalaran bayani
digunakan uniuk menjabarkan -nas ke kasus-kasus. Demikian juga penalaran
ta’'lili ketika mencari %/lat syar’i, Sedangkan penalaran /a’/ili ketika mencari
‘illat giyasi dan illat istihsani digunakan uniuk menalar nay ke kasus atau dari
kasus ke mas. Dan penalaran fstislahii  digunakan untuk menalar kasus untuk
mendapat  kapastian hukum dari ngs. Masing-masing mctodc penalaran
ditcrapkan sesuai dengan karakter nas dan karakter kasus.

Asy-Syaukani menggunakan mectodc pendckatan dalam hal mctode
ijtihad:
1. pendckatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan
2. pendekatan melalui maqgashid asy-Syari’ah, dan
3. metode tarjih
di mana jfma’, giyas, istishab, istibsan, istislah termasuk di dalamnya.*

Dalam hal tidak adanya penjelasan terperinci tentang hukum di dalam nas

al-Qur’an dan al-Hadis, menurut alasan tekstual dan logis syari’ah historis,

*"Muhamroad Zuhri, Riba Dalam., hlm. 122.

3'Nasrun Rusli, Konsep fitihad Asy-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharvan Hukum
Islam di Indonesia, cel. | (Jakarta: Logos, 1999), him. 126.
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ijtihad perdefinisi dibatasi pada masalah-masalah yang belum dijclaskan olch
tcks al-Qur’an dan al-Hadis yang jclas dan tcrpcrinci.‘%)

Untuk menilai Relevansi dari pemikiran-pemikiran scorang tokoh (Ahmad
Azhar Basyir) dengan jarak waklu yang terpisah, maka di sini diperlukan scbuah
interpretasi. Untuk dapat membuat interpretasi, seorang tcrlebih dahulu harus
mengerti atau memahami, yang dengan sendirinya menimbulkan “/ingkaran
hermeneutik™”
Scbagaimana yang dikatakan Schleiermacher:
Semenjak seni berbicara dan seni memahami berhubungan satu sama lain,
maka berbicara hanya merupakan sisi luar dari berpikir, hermencutik

adalah bagian dari seni berpikir itu, dan oleh karenanya bersifat
filosofis.*®

Ahmad Jauhari dalam hal ini membagi interprelasi menjadi tiga macam,
yaitu:
1. Theory of an Authar-Centered Interpretation (interpretasi yang terfokus
pada penulis)
2. Theory of a Reader-Centered Interpretation (interpretasi yang terpusat pada

pembaca)

*®Abdullah Ahmad An-Na'im, Dekonstruksi Syari'ak, alib bakasa Ahmad Suacdy dan
Amiruddin Arrani, cet. | (Yogyakaria: LkiS, 1994), hlm. 55.

Mg, Sumaryono, Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, cel. 1 (Yogyakarta: Kanisius,
1993), him. 31.

B 1bid., bhlm. 35
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e

3. A Theory of A Text-Cenicred Inicrpretation (interpretasi yang mengungkap

dunia yang ada dalam tcks itu sendiri).””’

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi yang sangat penting
untuk mencantumkan, merumuskan menganalisa dan memeccahkan masalah.
Sebuah metode yang tepat akan membuat sebuah karya ilmiah lebih terarah dan
mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode vang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pcnelitianj ini merupakan penelitian kepustakaan (/fbrary research) yang
obyek penelitiannya adalah pemikiran scorang tokoh, dalam hal ini pandangan
K.H. Ahmad Azhar Basyir tentang campur langan negara dalam menentukan
upah kerja untuk kemudian dikaji relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini.
2. Sifat Penclitian

Penelitian ini bersifat  deskriptif’ analitik karena  bertujuan
mendeskripsikan pandangan tokoh tientang campur langan negara dalam
menentukan  upah  kerja sccara obycktif dan menganalisa, lalu
menginterpretasikannya dengan kondisi Indonesia saat ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

¥ Achmad Jauhari, Teori Interpretasi dalam Prespekiif Filsalat Hermcncutik, Juraal
Mukaddimal, No. 7, Th. V/ 1999, hlm. }24.
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Karena penclitian ini adalah peneclitian pustaka, maka icknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah litcrer, yaitu dengan jalan
mengambil data-data dari buku-buku yang membahas mengenai obyck masalah
vang ditelili.

4. Metode Pendekatan

Karena penyusun hendak membshas pandangan “lokoh dengan cara
mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsepnya yang tersebar yang
seluruhnya diorientasikan pada permasalahan yang ada dalam pembahasan, maka
penyusun menggunakan metode pendekatan( usul figh yang digunakan dalam
penelitian ini untuk memahami sebuah ijtihad yang lebih lanjut dapat menilai
metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan dalam menentukan
upah kerja dan pendekatan fermeneutik penyusun terapkan untuk memahami
pandangannya tersebut dari segi teks, konteks maupun kontekstualisasinya yang
dilanjutkan dengan penilaian relevansi pandangannya tersebut dengan kondisi
Indonesia saat ini.

5. Sumber Data

Untuk mendapatkan data sang tokoh, penyusun mengumpulkan data
literer (/ibrary research) baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, koran
dan dokumen yang ada kaitannya dengan obyek permasalahan untuk dikaji
scbagai pijakan dalam uj)aya pemecahan masalah. Secara garis besar sumber data
ini terbagi dua, yaitu:

a. Sumber data primer, berasal dari karya-karya sang tokoh, schingga dapat

diketahui arah pemikirannya.



b. Sumber data sekunder, berasal dari karya-karya tokoh lain yang berkailan
dengan karya-karya sang tokoh dan sejalan dengan masalah yang dibahas.

6. Mectode Analisa Dala

Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini, penyusun
mcnggunakan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang ada dalam istilah
atau konsep, untuk selanjutnya menjelaskan pandangan (okoh terscbut dalam
bentuk uraian atau paparan yang diharapkan dapat memperjelas maksud dari
pemikiran atau pandangannya tersebut. Untuk melakukan analisis kualitatif ini,
penyusun menggunakan: pertama teknik dedukiif, yakni berangkat dari
pandangan sang tokoh untuk kemudian diteliti dan akhirnya diharapkan dapat
menmperoleh kesimpulan yang bersifat umum; kedua teknik induk?if, di mana
analisa bermula dari fakta-fakta umum yang ada kemudian diteliti dan hasiinya

dapat memccahkan persoalan yang bersifat khusus' yakni pandangan sang

tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab
dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara kescluruhan, Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: latar belakang masalah.
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tclaah pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

"Mardalis, Merode Penelition Sustw Pendekatan Fropossl {Jakarta: Bumi Aksara,
1995), hlm. 20.



Setelah itu kita memasuki bab kedva yang berisi uraian deskriptif biografi
Ahmad Arzhar Basyir yang diuraikan dalam tiga sub bab. Sub bab pcrlama
mendeskrisikan riwayat hidupnya yang menyangkut pula latar belakang
pendidikannya dan dilanjutkan dengan penampilan beberapa karya;kai'yanya pada
sub bab kedua. Diakhiri dengan sub bab ketiga yang mendesripsikan Kepribadian
Ahmad Azhar Basyir, |

Pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam
mencntukan upah kerja sccara kKhusus diuraikan pada bab ketijga yang diawali
dengan melihat kedudukan negara dalam sistem ekonomi Islam pada sub bab
pertama dilanjutkan dengan uraian campur tangan negara dalam bidang
perekonomian pada sub bab kedua yang kemudian ada sub bab ketiga mencoba
untuk mendeskripsikan pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan
ncgara dalam menentukan upah kerja, yang di dalamnya secara otomatis tcrdapat
pembahasan tentang jjarah.

Analisis pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara
dalam menentukan upah kerja sccara lebih mendetail dibaﬁas pada bab kccmpal
vang meliputi metode ijtihad dan relevansi pandangannya dengan kondisi
Indonesia saat ini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesiinpulan sebagai intisari
bahasan dan sckaligus jawaban pokok yang penyusun bahas dan saran-saran yang

mcrupakan harapan sekaligus himbauan dari penyusun secara pribadi.
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PENUTUP

. Kesimpulan

. Metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur langan negara dalam

menentukan upah kerja berawal dari ide sebuah negara (kata: negara) yang di
analogikan dengan lembaga, institusi ataupun orang yang berwenang atau
yang berkewajiban melindungi masyarakat atau rakyat dalam wilayah
tertentu. Sccara umum pandangan Ahmad Azhar Basyir ini berlandaskan
pada maslahah mursalah yang tetap dijiwai oleh dua sumber utama yaitu al-
Qur’an dan al-Hadis. Pencrapan ‘Urf teradapat pada penentuan upah yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah atau wilayah tertentu di
Indonesia. Pendek kata pandangannya ini hanya memakai tiga mc:tode
ijtihadnya, yaitu: qiyas, maslahah mursalgh dan ‘wf Kesemuanya ini

ditujukan untuk kemaslahatan sesuai dengan magasid asy-syari’ah

. Pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam

menentukan upah kerja dinilai sangat relevan dengan kondisi Im_ionesia saat
ini yang dalam keadaan terpuruk sccara ekonomi dan berpengaruh terhadap
psikologis pekerja atau buruh bahkan pengusaha dalam mensikapi
penyelenggaraan pénentuan upah kerja yang telah diatur oleh perundang-

undangan negara.
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B. Saran-saran

1.

Bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai scorang tokoh, khususnya
tokoh masa lalu atau klasik, sebuah pendekatan abduksi dalam sub bidang
ilmu kefilsafatan (hermeneutik) dapat menjadi satu tawaran menggiurkan
untuk membantu memecahkan problem dalam penelitian tersebut.

Segi normatif religius yang berdasar pada pola pikir etis dan filosofis pada
pandangan Ahmad Azhar Basyir dalam mencntukan upah kerja bisa menjadi
parameter, pertimbangan ataupun jalur alternatif dalam mengambil kebijakan

bagi pelaku ekonomi dan pemerhatinya.
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